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BPK Perwakilan
Provinsi Gorontalo

7 Catatan BPK Untuk
3 Daerah WTP

PENYERAHAN LHP atas LKPD tahun 2019 oleh BPK R
kepada Pemda Kabupaten Gorontalo, Kota Gerontalo dan
Pemda Bone Bolango. r=ored

GORONTALO (RAGORO) - Dibalik penghar-
gaan tiga daerah langgan WTP, Kota Gorontalo,
Pemda Kabgor dan Bone Bolango, ternyata masih
ada catatan penting dari BPK yang harus dipenuhi
dan diperhatikan dalam laporan keuangan. Tujuh
catatan penting itu yakni, pertama permasalahan
berkaitan dengan pengelolaan pendapatan dan belanja

» Baca CATATAN..Hal 2

B Sambunpgan darl Hal 1

BIK masih menjumpai
adanya polensi reiribusi dan
belanja.

BEPK masibh menjumpai
adanya polensi reinibusi
persampahan dan fempat
wisata yang belum
dipungut. Pengunaan lang-
sung alas hasil pemungutan
retribusi, penerhitan
SP2DTU nihil belum tertib.
Helum ada monitoring dan
evaluasi alas belanja ban-
tuan =osial, kesalahan peng-
gangraran pads belanjs
barang dan jasa dan belanja
madal, serla penerima hibah
belum ada penyampaian
pertangeang jawsban,
pengeunaan tidak sesuai
HNPHAD peranggung jawa-
ban terlambat dan tidak
lenpkap. Eedua, permasala.
han berkaitan dengan pen-
gelolaan pembiayaan. BPE
menjumpai peamazalzhan
berups pencatatan pener-
maan, dan pelunssan pings.
man, tidak didukune surmt
pengesahan dari BUD.

Ketigs, permasalabhan
berkaitan denpan pengelo-
laan kas, piutang dan perse-
diaan BPK menjumpai
permasalahan, antara lain
rekening bank belum dite-
tapkan olch Kepala Dacrahe

Pencatatan dalam BKU dan
penyetoran pendapatan
Lidak tertib. piutang sewa
berlans-larut serta masa
kadaluwarsa obat dan bahan
mediz pakai habis kerang
dari 24 bulan saai diterima.

Keempat, permasahan
berkaitan dengan pengelo-
Lazn aset tetap, BPE masih
menjumpai permsalahan an-
taran lain aset tetap Gdak
dilengkapi informasi yang
memadai seperti status,
lokasi, luazan dan ukumn
volume, sehagaimana
fisiknya tidak dapat
ditelusur, tidak didukung
bukti kepemilikan yang
memadai seria dicatat se-
cam gelondongan,

Kelima, permazalahan
berkaitan dengan aspek
kepatuban pendapatan,
EI'K menjumpai permasala-
han antara lain pemungutan
retribusi tanpa SERD,
penpzunaan langsung hasil
pemugutan dan polensi pen-
dapatan tidak dipungut.
Eeenam, penmasslshan
berkaitan dengan aspek
kepatuban belanja barang
dan jasa.

HPE menjumpai per-
masalahan antara Lain per-
anzgungjawaban belanja
BOS tidak tertib, pengadaan
bahan makanan pasien
RBSUD tidak =asuai keten-
tuan, seperti tlanpa pelelan-

gan hingea bakan melebihi
harpa satuan konirak dan
realisasi melebihi nilai kon-
k.

Eetujub, permasalaban
berkaitan dengan aspek
kepatuhan belanja modal.
BPK menjumpai permasala-
han andara lain pelaksanaan
pekerjaan tidak sesusi kon-
irak diantaranya kekuran-
gan volume pekerjaan,
keterlambalan penyeleiza-
ian pekerjaan belum dike-
nakan denda dan
pelaksanaan pekerjaan yang
tidak sesuai spesifikasi kon-
rak.

“berkaitan denpgan
masalah-masasalah terse-
but, Pernda Kabgor-Kota
Gorontalo dan Bene
Bolango, diharmpkan mem-
berikan perhatian yang
serius dengan segera
menindaklanjuti rekomen-
dasi vang telah disampaikan
BPK mclalui laporan hasil
pemcnksaan, dalam wakiu
40 hari sepenti yang distur
dalarm pasal 20 ayae (3) ULS
ma 15 tabum WW0d eentang
pemeriksaan pengelolaan
dan tanggung jowab keuan-
gan negara,” tepas Bah-
madi. Selain ilu kats
Rahmadi, di dalam LU
tersebut, BPE dinyatakan
mempunyai kewajiban
untuk melaporkan kepoda
instansi yang bervenang

&5

“herkarton
elewmgran narah-
mecrrasenlal ferebe,
Pemida Knkgeor-Kota
Gammiale dan Sone
Holang, ditrarapkan
mamherikan perhatian
wWarng seris devgan
segera menindaklanfati
rekomencst yang
telal disampeaikan BPK
mctaltur faporar hesil pe.
merikeaan, dalar vk
6 feard seperti pang
adiwher dalem poesel 20
el (3) UL i 43 fedara
2N Jeretang pemerit-
enan prergzelodanan elan
heraygrgrvange ek keramn -
fraw negere,

pejabat terkait yang 1idak
menindak lanjuli rekomen-
dasi hasil pemeeriksaan BPK
dalam wakiu yang dien-
tukan. “untuk itu dibu-
tuhkan keseriuzan agar
akuntzbilitas dan
tranzparansi pengelolasn
dan fanggung jawab keuan-
gan dacrah dapat dipelihara,
dan dikarnpkan juza BPKP
Perwakilan Provinsi
Ciorontalo dapat mem-
berikan koniribusinya
melalui pendampingan/asis-
tensi.” harap Rahmadi.
(ricl'R0G)
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